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ABSTRAK 

Oktaviani, Ulfa. 2019. Analisis Shirkah Terhadap Kerjasama Pembuaatan Batu 

Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika 

Rusdiana, M.A. 

Kata kunci: Kerjasama, shirkah, shirkah abdan. 

 Dalam menjalankan hidup bermasyarakat, semua mempunyai kepentingan 

yang tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk 

mengerjakannya. Misalnya, melalui kerjasama yang saling menguntungkan kedua 

belah pihak. Dalam kerjasama banyak yang di lakukan untuk memperoleh 

kemudahan dan belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah sudah 

sesuai dengan hukum Islam ataukah bertentangan. Seperti kerjasama pembuatan 

batu bata di Desa Gelang Kulon Sampung Ponorogo yang menggunakan akad 

shirkah, dimana masyarakat Desa Gelang Kulon melakukan kerjasama untuk 

membuat batu bata. Terlepas dari itu, terkadang ada pihak yang merasa tidak adil 

atau dirugikan dalam melaksanakan kerjasama. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus pembahasan yaitu: (1) 

Bagaimana analisis shirkah terhadap bentuk kerjasama pembuatan batu bata di 

Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana 

analisis shirkah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pembuatan batu 

bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode 

kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. 

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Bentuk kerjasama 

pembuatan batu bata yang terjadi di Desa Gelang Kulon termasuk shirkah abdan 
‘inan. Karena kerjasamanya menggunakan keterampilan yang sama, akan tetapi 

kualitas dari ketrampilan mereka berbeda, lebih berkualitas salah satu pihak. 2) 

Bagi hasil dari pembuatan batu bata tidak sesuai dengan perjanjian yakni dibagi 

sama rata. Padahal hasil kinerja dan  percetakannya pun lebih banyak dan bagus 

pihak satu. Hal seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 

pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dan merugikan salah satu pihak. Dari segi 

akadnya, meskipun sudah menjadi kebiasaan menggunakan akad lisan harus 

disertai adanya saksi dan tertulis. Supaya tidak ada masalah dikemudian hari, 

para pihak tidak merasa dirugikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu 

tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik 

menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya.Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, yakni berupa 

pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat 

di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, 

bekerja di bidang pertanian, industri, jasa, dan yang lainnya. Hal ini yang 

membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu 

membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-

hari.
1
 

Syariat Islam secara garis besar terkelompok kepada dua: Pertama, 

ketentuan yang mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah 

dalam rangka membangun h}ablumminallah, disebut syariat ibadat. Kedua, 

ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama dan 

alam sekitarnya dalam rangka membangun h}ablumminannas, disebut 

                                                           

1
 Abdul Basith, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi 

Di Desa Pabean Kecamatan Sedate Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2013), 1. 
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syariat muamalat
2
. Salah bentuk hubungan antara manusia untuk 

memenuhi kebutuhan adalah dengan cara bekerjasama atau biasa disebut 

dengan shirkah (perkongsian). Shirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath 

yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah pencampuran di sini 

mengandung pengertian pada seorang yang mencampurkan hartanya 

dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan
3
.  

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan shirkah, para 

fuqaha berbeda pendapat.Abdurrah}manal-Jaziri dalam suhendi 

merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq 

shirkahialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) 

dan keuntungan. Menurut Muh}ammad al-Sharbani al- Khatibyang 

dimaksud dengan shirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang 

atau lebih dengan cara yang mashhuratau diketahui. Menurut Shihab al-

Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan shirkah adalah 

penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyyudin 

Abi Bakr Ibn Muh}ammad al-H}usaini pula mengatakan bahwa shirkah 

ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau 

lebih dengancara yang diketahui. Pendapat Imam H}asbie as}-S}iddieqie 

bahwa yang dimaksud dengan shirkah ialah akad yang berlaku antara dua 

orang atau lebih untuk ta’awundalam bekerja pada suatu usaha dan 

membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muh}ammad menyebutkan 

                                                           

2
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 3. 
3
 Qamarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras. 2011), 99. 
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shirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-

sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan 

modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya 

diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Setelah 

diketahui definisi-definisi shirkah menurut para ulama kiranya dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan shirkah adalah kerja sama antara 

dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan 

kerugiannya ditanggung bersama
4
.  

Rukun dan syarat dalam shirkah diperselisihkan oleh para ulama. 

Menurut Ulama Hanafi>yah, rukun dan syarat shirkah ada empat yaitu 

lafadz akad, orang yang berserikat, pokok pekerjaan barang atau uang 

untuk modal bersama yang menentukan adanya shirkah adapun yang lain 

seperti dua orang atau pihak yang bekerjasama. Akad seperti terdahulu 

dalam akad shirkah. Secara umum tujuannya adanya semua syarat tersebut 

antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia. Dan 

anjuran untuk melaksanakan akad kerjasama itu boleh apabila memenuhi 

syarat dan rukun tersebut.
5
 

Dalam ijtihad persekutuan adalah salah satu bentuk muamalah 

yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi 

adat kebiasaan berbagai macam adat bangsa, sejak dahulu sampai 

sekarang.Oleh karena itu, persekutuan mendatangkan banyak kebaikan 

                                                           

4
Denny Setiawan, “Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi, 3 

(2013), 3. 
5
Dimyudin  Djuwaini, Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 209. 
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dalam kehidupan manusia, Islam menetapkan sebagai salah satu sistim 

muamalat yang baik dan dibenarkan oleh hukum.Yang perkembangannya 

dilakukan oleh para fuqaha dengan berbagai macam jalan ijtihad seperti 

ijma’. Qiyas, menetapkan adat istiadat dan sebagainya.
6
 

Salah satu akad kerjasama yang terjadi dalam masyarakat adalah 

kerjasama a’ma >l atau badan. Syarikat badan yaitu perjanjian antara dua 

orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis 

pekerjaan atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing, 

seperti tukang pikul bersyarikat dengan tukang pikul, tukang jahit dengan 

tukang jahit, dan sebagainya. Hadawiah dan Abu Hanifah berpendapat 

bahwa persyarikatan seperti itu sah. Akan tetapi, Syafi’>i>  menyatakan tidak 

sah karena mengandung tipuan, sebab mungkin diantaranya ada yang 

bekerja keras dan ada pula yang bekerja seenaknya saja. Ditinjau dari 

posisi juridis, madhhab Hanafi>yah, Maliki>yah dan Hanbali>yah 

membolehkan shirkah ini, karena para pihak yang terlibat mempuyai 

profesi yang sama atau sebaliknya. Pertimbangan ini didasarkan pada 

bukti-bukti yang ditemukan pada zaman Nabi Muh}ammad SAW. Para 

fuqaha membenarkan praktik shirkah ini.
7
 

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada kenyataanya penulis 

temukan yaitu, di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo ada aktifitas kerjasama pembuatan batu bata. Di Desa Gelang 

Kulon memang terkenal sebagai pabrik batu bata, tetapi ada pula yang 

                                                           

6
Ibid., 210.  

7
Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 207. 
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memproduksi genteng dan juga bertani. Dalam aktivitasnya, para 

pengrajin batu bata ada yang mencetak batu batanya sendiri, ada pula yang 

mempekerjakan orang untuk mencetakkannya saja.
8
 

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kerjasama yakni dua 

orang atau lebih bekerja sama untuk mencetak batu bata yang mana 

mereka sebagai pekerja bukan pemilik modal. Dalam hal ini, salah satu 

pekerja menerima tawaran pekerjaan dari seorang pemilik tanah untuk 

mencetak batu bata miliknya. Kemudian orang tersebut mencari teman 

untuk mengerjakan pekerjaan yang telah diterimanya. Mereka pun 

melakukan perjanjian atau kesepakatan antara keduanya untuk melakukan 

pekerjaan tersebut. Akan tetapi kesepakatan atau perjanjian itu hanya 

melalui lisan, bukan dalam perjanjian tertulis. 

Dalam melakukan sebuah transaksi, sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat melakukan transaksi tersebut hanya melalui lisan, dalam artian 

mereka melakukan ijab qabul hanya dengan lisan tanpa disertai bukti 

tulisan ataupun saksi. Hal itu dianggap sudah menjadi tradisi, tetapi akad 

yang seperti itu bisa menjadi masalah apabila terjadi wanprestasi antara 

keduanya. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie” 

yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, 

wanprestasi disebut breach of contact, yang bermakna tidak 

dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh 

kontrak. Secara etimologi wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang 

                                                           

8
Somirin, Hasil Wawancara, 18 Agustus 2019. 
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dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditunjukkan dalam kontrak, 

sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi 

terhadapnya terlebih dahulu.
9
 

Seperti yang terjadi di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. Awalnya mereka bersepakat bahwa hasilnya akan 

dibagi sesuai dengan hasil kerjanya. Akan tetapi pada kenyataannya salah 

satu pekerja ada yang bekerja dengan santai, sehingga membuat hasil 

percetakannya sedikit, bahkan hasil percetakannya tidak bagus. Sedangkan 

setelah pekerjaan selesai, orang tersebut meminta bagi hasil yang sama, 

padahal hasil percetakannya lebih banyak dan lebih berkualitas temannya 

dari pada orang tersebut. 

Menanggapi kejadian diatas, penulis ingin melakukan penelitian, 

apakah bentuk dan pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pembuatan 

batu bata sesuai dengan syari‟at Islam, mengingat para pekerja yang 

melakukan kerjasama tersebut beragama Islam. Untuk itu penulis meneliti 

masalah ini dengan judul skripsi“ANALISIS SHIRKAH TERHADAP 

KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GELANG 

KULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO”. 

 

 

 

                                                           

9
Lukman Santoso, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, 

Kerjasama, dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 73.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis shirkah terhadap bentuk kerjasama pembuatan batu 

bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis shirkah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam 

kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan bagaimana analisis shirkah terhadap bentuk kerjasama 

pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Menjelaskan bagaimana analisis shirkah terhadap pelaksanaan bagi 

hasil dalam kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat mempunyai manfaat bagi mahasiswa yang tidak mengerti hukum 

Islam secara universal baik secara teoritis maupun secara praktis antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

dukungan teori dalam mewujudkan sikap terbuka umat Islam dalam 

bekerjasama agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat 
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dan perjanjian. Serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk 

menjadi masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang kerja 

sama. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bagi masyarakat yang 

melakukan kerjasama, agar lebih bertanggungjawab dengan apa yang 

dilaksanakan dan harus sesuai dengan hukum Islam yang sudah 

ditetapkan agar tidak ada kesenjangan antara kedua belah pihak. 

Sedangkan bagi peneliti, untuk menambah pengalaman dan 

pengetahuan tentang kerjasama dalam menyikapi masalah-masalah 

yang serupa di masyarakat. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang fenomena kerjasama yang 

ada dalam kehidupan masyarakat. Serta menjadi acuan bagi mereka 

untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang bentuk kerjasama yang 

berbeda-beda. 

E. Telaah Pustaka 

Masalah kerjasama memang sudah banyak dikaji dalam buku, 

makalah, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Namun penulis 

berusaha mencari celah diantaranya skripsi oleh Wahyu Dwi Rahmawati 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama 

Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo.” Yang membahas tentang praktik 

pelaksanaan kerjasama mencari ikan, serta tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik pelaksanaan kerjasama mencari ikan. Kesimpulan dari skripsi ini 
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yaitu, dari beberapa kelompok yang mencari ikan di sungai, dalam praktik 

pelaksanaannya ada 4 kelompok yang sudah berjalan sesuai kesepakatan. 

Sedangkan yang 1 kelompok belum sesuai dengan kesepakatan. Dan bila 

ditinjau dari hukum Islam, praktik pelaksanaan 4 kelompok sudah sesuai 

dengan hukum Islam. Sedangkan yang 1 kelompok belum sesuai dengan 

hukum Islam karena masih ada kekurangan dalam hal pembagian 

keuntungan, kurangnya  sikap keterbukaan dan kejujuran masing-masing 

anggota.
10

 

Selanjutnya adalah skripsi oleh Heri Iswanto yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela 

Pohon Antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Suren Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo.”Yang membahas tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman 

ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. Serta tinjauan hukum Islam terhadap bentuk 

kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di 

Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kemudian tinjauan 

hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam praktik kerjasama 

penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu 

pertama, pelaksanaan dari akad lisan tersebut belum sesuai dengan hukum 

Islam karena tidak jelasnya suatu akad dan tanpa adanya bukti yang kuat 

                                                           

10
Wahyu Dwi Rahmawati,”Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Praktek Kerja Sama 

Mencari Ikan Di Kabupaten Ponorogo ”, Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017), 3. 
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bisa merugikan salah satu pihak. Kedua, bentuk kerjasama penanaman 

ketela pohon antara perantara PT. Indofood dengan petani di Desa Suren 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah shirkah „inan (kerjasama), 

yang dilakukan oleh PT. Indofood dan petani atas dasar pernyataan 

kesepakatan kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut sama-sama 

mengeluarkan modal. Ketiga, resiko kerugian dalam praktik kerjasama ini 

dalam penangguhannya belum sesuai dengan teori shirkah „inan karena 

penanggungan resiko hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu 

petani.
11

 

Kemudian, skripsi oleh Windah Yoga Siam Putri yang berjudul 

“Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas 

Putra Dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan.” Yang membahas tentang akad yang ada di dalam 

kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa 

Pingkuk Bendo Magetan, penerapan harga ayam potong setelah masa 

panen yang semuanya telah ditetapkan oleh CV Cahaya Unggas Putra dan 

yang terakhir adalah pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV 

Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Bendo Magetan. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, praktik kerjasama belum bisa 

dikatakan sesuai sepenuhnya, baik dalam akad shirkah, musha>rakah 

ataupun jual beli, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam 

                                                           

11
Heri Iswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela 

Pohon Antara PT Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo”, Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 2. 
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ketiga akad tersebut. Kedua, penetapan harga penjualan ayam potong 

setelah masa panen tiba adalah belum sesuai karena seharusnya penentuan 

harga ditentukan oleh penjual yaitu pihak peternak bukan pihak CV 

Cahaya Unggas Putra.Ketiga, pendistribusian resiko dalam kerjasama 

antara CV Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Bendo 

Magetan sudah sesuai dengan teori dalam fiqh jual beli, akan tetapi belum 

sesuai apabila akad yang digunakan adalah akad shirkah dan 

musha>rakah.
12

 

Selanjutnya, jurnal oleh Muhammad Turmudi, yang berjudul 

“Implementasi Akad Percampuran Dalam Ekonomi Syariah”. Yang 

nembahas tentang percampuran akad kerjasama di Perbankan Syariah dan 

BMT.Teori percampuran didasari dua pilar yaitu objek percampuran yang 

berupa ay’n (real asset) dan dayn (finan-cial asset) serta waktu 

percampuran yang berupa naqdan dan ghairu naqdan.Shirkah 

diklarifikasikan berdasarkan objek percampurannya menjadi percampuran 

‘ayn dengan ‘ayn, ‘ayn dengan dayn serta dayn dengan dayn. Dalam 

praktiknya shirkah melahirkan dua model produk yaitu: Pertama, Al- 

Musha>rakah yang terbagi menjadi shirkah amla>k (Amla>k Ikhtiyariyah 

serta Amla>k Jabariyah) dan shirkah ‘uqu >d (shirkah ‘Inan/ shirkah 

Mufa>wad}ah, shirkah Abdan/ shirkah A’ma>l serta shirkah Wuju>h). 

Implementasi musha>rakah dalam perbankan syariah diantaranya dapat 

                                                           

12
Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV 

Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 2. 
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dijumpai pada pembiayaan proyek, pembiayaan modal ventura, 

musyarakah pada asuransi syariah, musyarakah di pasar modal, 

musha>rakah di SBSN/ Sukuk. Kedua, Al-Mud}a>rabah dibedakan menjadi 

mud}a>rabah muthlaqah. Mud}a>rabah muqayyadah serta mud}a>rabah 

musha>rakah. Mud}a>rabah di perbankan syariah dan BMT 

diimplementasikan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito biasa dan 

special, pembiayaan modal kerja, investasi khusus. Implementasi 

mud}a>rabah di asuransi syariah melalui premi dari peserta ke perusahaan 

asuransi kepada para pengusaha. Mud}a>rabah juga diimplementasikan di 

SBSN/ Sukuk.
13

 

Dari penjabaran telaah pustaka diatas, penulis akan membahas  

skripsi ini yang fokusnya ada pada bentuk kerjasama  pembuatan batu bata 

di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Serta 

analisis shirkah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama 

pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo. Hal ini memicu peneliti untuk bergerak menyelidiki 

dan mengamati mengenai hal tersebut. Peneliti lebih memfokuskan pada 

bentuk kerjasama pembuatan batu bata apakah sesuai dengan dengan 

syariat Islam atau tidak.Serta tentang analisis shirkah terhadap 

pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama pembuatan batu bata di Desa 

Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

                                                           

13
Muhammad Turmudi, “Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi 

Syariah”, Jurnal Al-„Adl (Kendari: IAIN Kendari, 2017), 33. 
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Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat terarah dengan 

baik dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat 

tertentu baik dilembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun 

lembaga pemerintah.
14

Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari data 

maupun informasi bersumber dari lapangan yaitu yang bertempat di 

Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan 

makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.
15

Yang mana 

dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambar keadaan dan 

menggali secara luas mekanisme kerjasama pembuatan batu bata di 

Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran  peneliti dalam penyusunan ini adalah sebagai pengamat 

penuh,
16

peneliti adalah pelaku dalam mengumpulkan data dan 

instrument lain sebagai pendukung, artinya peneliti hanya mengamati 

peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat di Desa Gelang Kulon 

tanpa ikut berpartisipasi kegiatan yang diteliti. Pengamatan penelitian 
                                                           

14
 Abdurramat Fatoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 96.  
15

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo, STAIN PO Press, 2010), 

148. 
16

 Ibid. 
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ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan observasi dan wawancara secara terang-terangan tanpa ada 

kerahasiaan dalam mendapatkan data yang lebih mendalam dari pekerja 

pembuatan batu bata. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti dalam skripsi ini 

adalah tempat industri batu bata, yang bertempat di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini 

sebagai obyek penelitian karena sesuai alasan akademis, yaitu di lokasi 

industri batu bata yang berada di Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo terdapat praktik kerja sama yang menurut peneliti 

belum sesuai dengan teori shirkah. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha 

menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut: 

a. Data  

1) Data tentang akad kerjasama pada pembuatan batu bata di Desa 

Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang bagi hasil dalam kerjasama pembuatan batu  bata 

di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. 

Sedangkan dalam penelitian ini ada dua sumber data yang 

digunakan yaitu: 
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b. Sumber data  

1) Sumber Data Primer 

 Diperoleh dari informasi, yaitu orang-orang yang terlibat 

langsung dalam proses percetakan batu bata, orang itu adalah 

pihak yang melakukan kerjasama dalam menyelesaikan 

pekerjaan percetakan batu bata. 

2) Sumber data sekunder 

   Diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang 

mengetahui tentang data-data yang diinginkan peneliti, tetapi 

responden tersebut tidak secara langsung terlibat pada pihak-

pihak yang dijadikan objek penelitian tetapi warga yang tinggal 

di sekitarnya atau teman dari orang-orang yang berperan di 

dalam kerjasama percetakan batu bata yang dianggap tahu. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang Peneliti gunakan dalam mengumpulkan data 

adalah: 

a. Interview atau wawancara, yaitu sebuah proses percakapan dengan 

maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada 

yang diwawancarai.
17

Disini peneliti mencoba mencari data-data 

dengan menggunakan teknik wawancara. Di mana peneliti 

                                                           

17
 Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 108. 
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menggunakan beberapa peralatan yang dapat Peneliti gunakan 

seperti alat tulis menulis, perekam suara, dan seorangteman untuk 

membantu Peneliti dalam mencari informasi dari informan. Sehingga 

data yang Peneliti peroleh ini dapat Peneliti ceklis kembali. 

b. Dokumentasi: Metode pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen atau arsip. Penelitian dengan teknik ini bertujuan untuk 

memperkuat kelengkapan data yang bertujuan untuk memperoleh 

data yang validterkait dengan praktik kerja sama percetakan batu 

bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data 

dikelompokkan sesuai jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis 

menganalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriftif kualitatif, 

yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu 

digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran 

umum tentang masalah yang diteliti.
18

 

6. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan 

analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

pengamatan menuju pada teori.Analisis data induktif menurut 

paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan 

                                                           

18
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135. 
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menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.
19

Analisis data adalah 

proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.
20

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria 

kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa 

data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, 

yang berartibahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh 

pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan 

informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam 

pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
21

Namun 

karena keterbatasan waktu sehingga dalam penelitian skripsi ini hanya 

menggunakan dua teknik dalam pemeriksaankeabsahan data yaitu 

triangulasi metode dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi metode karena untuk menguatkan data-data yang didapat 

dari hasil wawancara dengan observasi.Hal itu didapatkan dari hasil 

wawancara dari penjual dan pembeli, Sedangkan dalam triangulasi 

sumber penulis, melakukan perbandingan terhadap data yang penulis 

                                                           

19Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogjakarta: Banyu Indra Grafika, 

1996), 123. 
20

S.Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 146. 
21

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330-331. 
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dapatkan baik dari hasil melakukan transaksi langsung dengan sumber 

lainnya.
22

 

8. Tahapan- tahapan Penelitian 

Tahap penelitian kualitatif  terdiri dari tahap pra-lapangan, 

tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data dan ditambah dengan 

tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. 

a. Tahap pra-lapangan, pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam tahap 

ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu 

etika penelitian lapangan. Sedangkan enam kegiatan tahap pra-

lapangan diantaranya: Menyusun rancangan penelitian; Memilih 

lokasi penelitian; Mengurus perizinan penelitian; Menjajaki dan 

menilai lokasi penelitian;Memilih dan memanfaatkan informan; 

Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, pada tahap ini dibagi ke dalam beberapa 

tahap antara lain: memahami latar penelitian dan persiapan diri; 

penampilan peneliti; Pengenalan hubungan peneliti di lapangan; dan 

jumlah waktu penelitian. 

c. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

                                                           

22
Ibid. 
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d. Tahapan penulisan hasil laporan penelitian, deadline penyusunan 

proposal mulai dari awal hingga akhir.
23

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis 

mengelompokkan menjadi 5 Bab, dan masing-masing bab ini terbagi 

menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian 

pembahasan yang sistematik berkaitan antara yang satu dengan yang lain. 

Adapun sistematika pembahasannya adalah: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan dasar pijakan bagi penyusun, yang berisi 

tentang garis-garis besar pijakan penulis meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: SISTEM SHIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian syirkah dan 

jenis-jenisnya termasuk shirkah abdan, guna untuk mengetahui 

permasalahan yang mendasar dan merupakan landasan teori dalam 

shirkah dengan rincian: pengertian shirkah, rukun dan syarat 

shirkah, macam-macam shirkah, konsep shirkah abdan, hal-hal 

yang membatalkan shirkah, pembagian keuntungan dalam 

shirkah, wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam. Selain 

                                                           

23
Ibid., 132.  
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itu, dalam bab ini dibahas juga tentang analisis hukum Islam 

sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi 

dalam pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. 

 BAB III: PRAKTIK KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI 

DESA GELANG KULON KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan objek pembahasan yang didalamnya dibahas 

tentang profil Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo, bentuk kerjasama pembuatan batu bata di 

Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo.Selain itu, juga membahas tentang pelaksanaan bagi 

hasil dalam kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

 BAB IV: ANALISA DATA 

   Bab ini merupakan Analisa Hukum Islam Terhadap Bentuk 

Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.Adapun analisis 

pelaksanaan kerjasama pembuatan batu bata adalah bentuk 

kerjasama pembuatan batu bata serta pada bagian akhir bab ini 

dibahas analisisshirkah terhadap pelaksanan bagi hasil dalam 

kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 
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BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil analisa yang berisi tentang kesimpulan, 

saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

BAB II 

SISTEM SHIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Kerjasama (Shirkah). 

Kerjasama atau shirkah الشركة()  menurut bahasa berarti al-ikhtilath 

yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh 

Taqiyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan 

hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk 

dibedakan.
24

 

Sedangkan menurut istilah, ada perbedaan definisi shirkah di 

kalangan Ulama, yaitu:
25

 

1. Kalangan Maliki>yah : Shirkah adalah perkongsian dua pihak atau 

lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan 

anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk usaha.  

2. Kalangan Hanafi>yah : Shirkah merupakan istilah yang digunakan 

untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu 

dalam modal dan keuntungan.  

3. Kalangan Shafi’i>yah : Shirkah adalah tetapnya hak para pihak yang 

berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.  

4. Kalangan Hanbali>yah : Shirkah adalah persekutuan dalam hak 

berusaha atau menjalankan sebuah usaha.  

                                                           

24
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 125. 

25
Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily (1989: 792-793), 

musha>rakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.
26

Sedangkan menurut pendapat dari 

Sheikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazzay secara leksikal, didefinisikan 

sebagai al-ikhtilath (percampuran). Jika dua barang telah dicampurkan, 

maka tidak lagi dapat dibedakan antara bagian yang mencampuri dan 

bagian yang dicampuri. Jika masih bisa dibedakan, maka tentu tidak dapat 

disebut percampuran. Sedangkan dalam terminoligi fiqh, Sheikh 

Muhammad Ibn  Qasim al-Gazzay mendefinisikan al-shirkah sebagai 

suatu akad yang mengatur hak kelola bersama atas satu barang milik dua 

orang atau lebih.
27

 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

atau shirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih 

dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau 

jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari 

sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat 

dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian 

mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha 

                                                           

26
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 151. 
27

Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah dalam Kilas Sejarah Telaah 

Kitab Fathul Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu 

Group, 2013), 50. 
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tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan 

kesepakatan.
28

 

B. Dasar Hukum Kerjasama (Shirkah) 

Shirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-

Qur‟an, Al-Sunnah, Ijma‟ dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum shirkah 

dalam Al-Qur‟an antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Al-Qur‟an 

                     

                       

      

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

maka dia bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan 

tidak memberikan mudharat. Dan  Allah Maha  Mengetahui  lagi 

Maha Penyantun”.(QS. An-Nisa: 12)
29

 

2. Berdasarkan Hadi>th 

 Rasulullah SAW bersabda: 

ِ مَا لَنَ يَ تَخَاوَناَ  يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَريِكَيْن

                                                           

28
 Ibid,. 128. 

29
Al-Qur‟an, 4:12. 
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Artinya: Pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang 

berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling menghianati 
30

 

Hadi>th riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulaullah 

SAW, berkata: 

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang 

lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari 

mereka”.(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu 

Hurairah).
31

 

3. Berdasarkan Ijma‟ 

Persekutuan shirkah adalah salah satu bentuk dari bentuk 

muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan 

telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu 

sampai sekarang. Oleh karena itu shirkah mendatangkan banyak 

kebaikan dalam kehidupan manusia.Islam menetapkannya sebagai 

salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, 

pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha.
32

 

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Syafi‟i Antonio dalam 

bukunya Apa dan Bagaimana Bank Islam menerangkan bahwa Ibnu 

Qud{amah telah berkata dalam bukunya Al-Mughni> yaitu: “Kaum 

muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musha>rakah secara 

                                                           

30
Mustofa, Fiqih Muamalah, 129-130. 

31
  Lutfi Arif Dkk.,Imam Ibnu Hajar Al-„Asqalany Bulughul Maram Five In One, Terj. 
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 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46. 
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global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari 

padanya”.
33

 

C. Rukun dan Syarat Shirkah 

Rukun Shirkah 

1.S}ighat(ucapan): Ijab dan Kabul (penerimaan dan penawaran) 

2.Pihak yang berkontrak 

3. Objek kesepakatan: modal dan kerja.
34

 

Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk membelanjakan 

barang serikat, seperti dikatakan oleh salah seorang di antara keduanya: 

“Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau 

menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya”. Jawab yang 

lain: “Saya terima seperti yang engkau katakan itu”.
35

 

Syarat Shirkah 

1. Ucapan; tidak ada bentuk khusus dari kontrak musha>rakah, ia dapat 

berbentuk pengucapan yang menunjukkn  tujuan. Berakad dianggap sah 

jika diucapkan secara verbal atau ditulis.Kontrak musha>rakah dicatat 

dan disaksikan. 

2. Pihak yang berkontrak; disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam 

memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

                                                           

33
Karnaen A.P., Syafi‟i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana 

Wakaf, 1992), 29. 
34

 Siah Khosyi‟ah, Fikih Muamalah Perbandingan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 

210. 
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3. Objek Kontrak (dana dan kerja): dana atau modal yang diberikan harus 

uang tunai, emas, perak, atau bernilai sama. Para ulama‟ menyepakati 

hal ini.Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal 

berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, 

perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalama bentuk hak yang terlihat, 

seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut 

kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu 

secara tunai dan disepakati oleh mitranya.
36

 

Dalam kitab Kifa>yatul Ah}yar syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebelum melakukan shirkah yaitu: 

1. Benda (harta) atau modal yang dishirkahkan dinilai dengan uang 

2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya 

3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal 

yang satu dengan yang lainnya. 

4. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau 

modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik 

modal.
37

 

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musha>rakah adalah ketentuan 

dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka 

menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama 

itu. Namun tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara 
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bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang 

lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.
38

 

D. Macam-macam Shirkah 

Para ulama fiqh membagi shirkah menjadi dua macam: 

a. Shirkah amla>k(perserikatan dalam kepemilikan) 

  Shirkah amla>kyaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa 

melalui akad shirkah. 

Shirkahini terbagi pada: 

1) Shirkah ikhtiariyah, yaitu shirkah yang timbul dari perbuatan dari 

dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu, 

atau dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka 

jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. 

2) Shirkah jabariyah, yaitu shirkah yang timbul dari dua orang atau 

lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih 

menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki 

harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.
39

 

b. Shirkah al-‘Uqu>d (perserikatan berdasarkan aqad). 

 Shirkah al-‘Uqu>d adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun 

jasa dan pembagian keuntungannya. Menurut kalangan Hanbali>yah, 

shirkah ‘uqu >d terbagi menjadi lima yaitu shirkah ‘inan, shirkah 
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mufa>wad{ah, shirkah abdan, shirkah wuju>hdan shirkah mud}a>rabah. 

Sementara menurut kalangan Hanafi>yah, shirkah ‘uqu>d terbagi menjadi 

enam, yaitu shirkah amwa>l, shirkah a’mal,dan shirkah wuju>h. Masing-

masing dari tiga jenis shirkah ini terbagi dalam shirkah mufa>wad}ah dan 

‘inan.
40

 

Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan Maliki>yah  

dan Syafi’i >yah menyatakan bahwa shirkah ‘uqu >d terbagi menjadi 

empat, yaitu shirkah‘inan, shirkah mufa>wad{ah, shirkah abdan,dan 

shirkah wuju>h. Dalam KHES, shirkah dibagi menjadi shirkahamwa>l, 

shirkah abdan dan shirkah wuju>h. Shirkah amwa>l dan shirkah abdan 

dapat berupa shirkah ‘inan, shirkah mufa>wad}ahdan shirkah 

mud}a>rabah.41 

1) Shirkah ‘Inan  

Shirkah ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta 

milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba 

atau kerugian bersama-sama. Ulama‟ fikih sepakat membolehkan 

perkongsian jenis ini.  Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam 

menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat 

dalam memberikan namanya.Shirkah ini banyak dilukukan oleh 

manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan 

dalam modal dan pengolahan (tas}arruf). Boleh saja modal satu 
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orang lebih banyak dibandingkan lainnya, sebagaimana 

diperbolehkan juga seseorang bertanggung-jawab sedang yang lain 

tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga 

berbeda. Bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai 

dengan syarat transaksi.
42

 

2) Shirkah Mufa>wad{ah 

Shirkah Mufa>wad{ah adalah kerja sama usaha yang berhubungan 

dengan modal, keterampilan usaha, agama dan usaha.
43

 

3) Shirkah al- a’ma >l 

Shirkah a’ma >l adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi 

untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 

dalam pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama orang arsitek untuk 

menggarap sebuah proyek, atau kerjasama antara dua orang 

penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Jenis 

musha>rakah ini kadang-kadang juga disebut musha>rakah abdan 

atau musha>rakah shana’i.44
 

4) Shirkah Wuju>h 

Shirkah wuju>h disebut juga shirkah ‘ala adh-dhimam. Disebut 

shirkah wuju>h karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau 

keahlian (wuju>h) seseorang di tengah masyarakat.Shirkah wuju>h 
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adalah shirkah antara dua pihak (missal A dan B) yang sama sama 

memberikan kontribusi kerja (‘ama>l) dengan pihak ketiga (misalnya 

C) yang memberikan kontribusi modal (ma>l). Dalam hal ini, pihak 

A dan pihak B adalah tokoh masyarakat. Shirkah semacam ini, 

hakikatnya termasuk dalam shirkah mud}a>rabah sehingga berlaku 

ketentuan-ketentuan shirkah mud}a>rabah padanya. Bentuk kedua dari 

shirkah wuju>h adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang 

bersharikah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar 

kepercayaan perdagangan  kepada keduanya, tanpa kontribusi 

modal dari masing-masing pihak.
45

 

E. Konsep Shirkah Abdan 

 Shirkah abdan  yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk 

bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan atau berlainan 

tanpa menyatukan hartanya masing-masing. Misalnya satu pihak tukang 

cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk 

perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut 

kesepakatan diantara mereka.Shirkah ini dinamakan juga dengan shirkah 

s}ana’i atautaqabul.46
 

 Menurut Ulama‟ madhhab Maliki>, shirkah tersebut sah dengan 

syarat bahwa perkerjaan tersebut sejenis, satu tempat, serta hasil yang 
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diperoleh dibagi sesuai dengan kualitas kerja masing-masing.
47

 Menurut 

Imam Madhhab Hanafi>, Maliki> dan Hanbali> keahlian yang disertakan 

tidak harus sama dalam membentuk suatu shirkah.
48

Ulama‟ Hanabillah 

membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah, 

seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain.Hanya saja mereka 

dilarang kerjasama dalam hal menjadi makelar. Ulama‟ Shafi’i >yah, 

Imamiyah, Zafar dari golongan Hanafi>yah berpendapat bahwa shirkah 

semacam ini batal karena shirkah itu dikhususkan pada harta dan tidak 

pada pekerjaan. Mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam 

pekerjaan mengandung unsur penipuan  sebab salah seorang yang 

bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain 

itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, 

dan kemampuannya.
49

 

Imam an-Nawawi menerangkan lebih lanjut bahwa dalam shirkah 

abdan itu terdapat unsure gharar, Nabi melarang dari gharar sebagaimana 

halnya dalam jual beli sebab salah satu dari persero ada yang bekerja 

sedikit dan ada yang bekerja banyak disbanding yang lain, atau salah 

satunya bekerja dan yang lain tidak, serta harta yang dicampurkan tidak 

diketahui.
50
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Ahmad Wardi Muslich menyebutkan shirkah abdan adalah suatu 

kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

bersama.Pekerjaan tersebut tidak disyaratkan adanya kesamaan. Upah 

kerjanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Teungku 

Muhammad Hasbi As} S}iddieqyshirkah abdan adalah perkongsian antara 

dua orang atau lebih menggunakan tenaga fisik masing-masing dan 

hasilnya dari pekerjaan yang mereka lakukan.
51

 

 Shirkah abdan dibagi menjadi dua: 

1. Shirkah abdan mufa>wad}ah : yaitu pernyataan keterampilan dari 

masing-masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas 

keterampilan yang sama. 

2. Shirkah abdan ‘inan : yaitu penyertaan keterampilan dari masing-

masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang 

berbeda..
52

 

Syarat-syarat shirkah abdan; seperti yang telah dijelaskan bahwa 

shirkah abdan dibedakan menjadi dua: syirkah mufa>wad}ah fi> al-abdan dan 

shirkah ‘inan fi > al-abdan. Syarat-syarat shirkah ‘inan fi > al-abdan berlaku 

pada akad shirkah mufa>wad}ah fi> al-abdan (misal: cakap hukum untuk 

melakukan wakalah dan kafalah, kesamaan jumlah modal dan hasil [laba 

dan rugi], dan dinyatakan secara tegas dalam akta). Imam Abu Hanifah 

membuat d}abit al-fiqhiah, “Setiap akad yang boleh dikuasakan, maka 
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boleh dilakukan shirkah; dan sebaliknya, setiap akad yang tidak boleh 

dikuasakan, maka tidak boleh dilakukan shirkah”. Apabila dalam 

shirkahini memerlukan alat kerja, dan salah satu sharik menggunakan alat 

tersebut untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh 

dibebankan kedalam shirkah.Apabila dibebankan, maka shirkah tidak 

terjadi, yang terjadi adalah ijarah.
53

 

Rukun shirkah abdan adalah;  

1. Usaha, ada perbedaan ulama‟ tentang usaha yang ditetapkan sebagai 

syarat sahnya kerjasama ini. Kalangan Hanafi>yah dan Hambali>yah 

dalam salah satu riwayat pendapat mereka berpendapat bahwa 

kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari shirkah 

tersebut adalah memperoleh keuntungan. Berbeda halnya dengan 

kalangan Maliki>yah dan juga Hambali>yah dalam riwayat lain. Mereka 

menyatakan disyariatkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya 

shirkah ini. Karena konsekuensi shirkah ini adalah bahwa usaha yang 

diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada yang lain. 

Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin terjadi. 

2. Keuntungan, keuntungan dalam shirkah ini adalah berdasarkan 

kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disama ratakan 

atau ada pihak lain yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak 

mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam shirkah 
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ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan adanya perbedaan jumlah 

keuntungan.
54

 

 Para pihak yang berkongsi dalam shirkah abdan harus mempunyai 

keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam shirkah 

abdanadalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan 

dalam shirkah abdanakan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai 

apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu 

maupun dari sisi hasil. Dalam hal ini Pasal 148 KHES menyebutkan: 

(1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat diukur. 

(2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dana 

tau hasil. 

Pasal 150 menyebutkan:  

(1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat 

masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. 

(2) Pembagian akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan 

kesepakatan.
55

 

Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam shirkah abdan 

harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau 

pekerjaan tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh 

karena itu upah atau keuntungan dalam shirkah abdan tidak harus sama, 

akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang 
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dilakukan, volume dan proporsi kerja. Risiko dalam shirkah abdan pada 

dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi.Namun 

demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil 

pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian alah satu pihak, maka pihak 

tersebut yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.
56

 

Di dalam buku Doktrin Ekonomi Islamdi terangkan lebih lanjut 

tentang ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam shirkah abdanini 

yaitu: 

1. Memperbolehkan keuntungan yang tidak sama, meskipun pembagian 

modal dalam bermitra sama, alasan bagi salah satu mitra untuk 

memperoleh pendapatan lebih menyenangkan adalah bahwa apa yang 

didapat oleh setiap mitra tidak bersifat keuntungan tetapi pendapatan. 

Pendapatan tidak menghambat keuntungan kecuali kalau stok dan 

pendapatan merupakan sumber yang sama, tetapi kedua itu bukan 

merupakan sumber yang sama asal usulnya. 

2. Suatu pekerjaan yang di sepakati oleh masing-masing mitra mengikat 

satu sama lain dan masing-masing secara bebas menunjuk pimpinan 

untuk pelaksanaannya. Adapun bidang pekerjaan yang di sepakati oleh 

seorang mitra harus ditaati olehnya serta mitranya, sehingga pimpinan 

dapat menuntut penampilan mereka masing-masing dan masing-masing 

mereka berhak menuntut penghasilan dari pimpinan atas bisnis yang 

telah dilakukannya. 

                                                           

56
Ibid. 



37 

 

 

3. Penyatuan perdagangan dan tempat tidak dipentingkan pada jenis 

kemitraan ini, tetapi menurut malik penyatuan perdagangan dan tempat 

itu penting.
57

 

Berikut ini ada beberapa ketentuan lain mengenai syirkah abdan, 

yaitu: 

1. Suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan 

diukur. 

2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan 

atau hasil. 

3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. 

4. Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan 

sesuai kesepakatan. 

5. Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing 

pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. 

6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan 

berdasarkan kesepakatan. 

7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat 

menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan 

kesepakatan. 

8. Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang 

mengikat para pihak dan modal yang disertakan. 
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9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan. 

10. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan 

pesanan secara bersama-sama. 

11. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan 

satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain 

yang melaksanakannya. 

12. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan 

pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. 

13. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah 

menerima ibalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota 

syirkah lainnya.   

14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad 

kerjasama-pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang 

bersangkutan harus mengerjakannya. 

15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah 

mendapat izin dari anggota syirkah yang lain. 

16. Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari 

pekerjaannya. 

17. Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan 

berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. 
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18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak 

ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan 

modal. 

19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasam-pekerjaan 

didasarkan atas modal dan atau kerja. 

20. Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh 

menerima uang muka. 

21. Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama dibolehkan menerima 

sebagian upahnya sebelum pekerjaannya selesai. 

22. Penjamin dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian 

imbalan sebelum pekerjaannya selesai. 

23. Para pihak yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan 

dalam akad kerjasama, harus mengembalikan uang muka yang telah 

diterimanya.  

24. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama yang tidak sama persis 

dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara 

musyawarah. 

25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang 

melakukan akad kerjasama bukan karena kelalaiannya, pihak yang 

bersangkutan tidak wajib menggantinya. 

26. Akad kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan. 
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27. Akad kerjasam batal jika terdapat yang melanggar kesepakatan.
58

 

F. Hal-hal yang Membatalkan Shirkah 

Shirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: 

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak 

yang lainnya sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela 

sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk 

dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal 

ini menunjukkan pencabutan kerelaan shirkah oleh salah satu pihak. 

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertas}arruf (keahlian 

mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya. 

3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih 

dari satu orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Shirkah 

berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup apabila ahli 

waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam shirkah 

tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang 

bersangkutan. 

4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros 

yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun 

sebab yang lainnya. 

5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas 

harta yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh 

madhhab Maliki>, Syafi’i > dan Hanbali>. Hanafi> berpendapat bahwa 
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keadaan angkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh 

yang bersangkutan. 

6. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas 

namashirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran 

harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung 

risiko adalah  para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah 

terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi 

risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, shirkah masih dapat 

berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.
59

 

Menurut Muh}ammad Isma‟il Yusanto dan Muhammad Karebet 

Widjajakusuma, shirkah batal karena meninggalnya salah seorang peserta 

(shirkah), atau karena salah satu seorang di antara mereka gila, atau 

dikendalikan oleh pihak lain karena al-mah}jur, atau karena salah seorang 

di antara mereka membubarkannya. 

Menurut pendapat Prof. Dr. Abdullah bin Muh}ammad ath-

Thayyar, bahwa menurutnya bahwa fuqaha mengemukakan sebab-sebab 

berakhirnya shirkah, di antaranya: 

1. Salah satu anggota shirkah meninggal dunia. 

2. Gila. 

3. Terkena cekal untuk membelanjakan hartanya karena jatuh pailit atau 

kemunduran pikiran, menarik dari keanggotaan dalam waktu yang 

telah ditentukan. 
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4. Dan keluar keanggotaan shirkah. 

Sedangkan menurut Wahbah al- Zuhaili menjelaskan dua faktor 

yang membatalkan shirkah tertentu, yaitu faktor yang membatalkan 

shirkah- amwa>l dan faktor yang membatalkan shirkah-mufa>wad}ah, yaitu: 

1. Rusaknya sebagian atau seluruh modal usaha yang disertakan oleh 

sharik dalam shirkah-amwa>l sebelum modal yang berasal dari para 

sharik disatukan dan/atau sebelum modal tersebut digunakan untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu; karena akad shirkah merupakan 

akad penyatuan modal guna melakukan bisnis. Apabila modal yang 

belum disatukan rusak, maka shirkah yang bersangkutan belum terjadi. 

Di samping itu, bisnis tidak dapat berjalan secara baik dalam hal 

menggunakan barang-modal yang telah rusak. 

2. Ketidaksamaan jumlah modal para sharik dalam shirkah mufa>wad}ah, 

karena kesamaan jumlah modal para shirkah pada shirkah-mufa>wad}ah 

baik di awal, ketika berjalan, maupun ketika berakhir merupakan 

syarat sah. Oleh karena itu, shirkah batal jika syaratnya tidak terpenuhi 

lagi.
60

 

G. Pembagian Keuntungan dalam Shirkah  

 Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti 

mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila 

dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan shirkah, bahwa tujuan 

shirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh keuntungan yang 
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akandibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota 

shirkah pada saat mengadakan perjanjian langsung.
61

 

 Para fuqaha berbeda pendapat tentang pembagian keuntungan 

kepada para pemilik modal. Keuntungan yang harus diketahui jumlahnya 

(quantiviable) didistribusikan sebagai: 

a. Keuntungan dibagikan secara proposional sesuai dengan kontribusi 

modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki> dan Syafi’i >. 

b. Keuntungan dapat berbeda di antara mereka apabila keuntungan ini 

telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh 

madhhab Hanaf>i dan Hambali>.
62

 

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa menurut Hanafi>yah dan 

Hanbali>yah, margin profit atau nisbah laba (ribhu) dari akad shirkah 

bisa disesuaikan dengan kinerja (‘ama >l) setiap mitra.Sehingga mitra 

dengan modal sedikit, bisa disyaratkan mendapat margin profit lebih 

besar karena kinerjanya lebih intensif. Dalam hal ini ada empat 

gambaran: 

(1) Nilai modal setiap mitra sama, dan semua mitra bekerja, namun 

profesionlisme kinerjanya berbeda, maka nisbah keuntungan 

sebagian mitra yang kinerjanya profesional, boleh disyaratkan lebih 

besar dari nisbah modalnya. 
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(2) Nilai modal setiap mitra sama, namun yang bekerja menjalankan 

bisnis hanya sebagian, maka nisbah keuntungan sebagian mitra 

yang bekerja boleh disyaratkan lebih besar dari nisbah modalnya.  

(3) Nilai modal setiap mitra berbeda, maka nisbah keuntungannya 

sebagian mitra yang kinerjanya profesional, boleh disyaratkan sama 

atau lebih besar dari nisbah modalnya.  

(4) Nilai modal setiap mitra berbeda, dan yang bekerja menjalankan 

bisnis hanya mitra dengan modal lebih kecil, maka nisbah 

keuntungan mitra yang bekerja, boleh disyaratkan sama atau lebih 

besar dari nisbah modalnya.
63

 

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas 

jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari 

kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan 

kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu 

sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam 

keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan shirkah, hal 

ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan 

bertambah kepada satu pihak saja. 

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak 

sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah Karena 

dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi 

pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena 
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terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan 

modal.
64

 

  Seperti keuntungan dalam shirkah abdan harus disepakati 

bersama.Biasanya porsi keuntungan dalam shirkah abdan tergantung pada 

besar atau kecilnya peran dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak 

tidak banyak berperan dalam pekerjaan itu maka ia mendapat keuntungan 

yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya, jika salah satu pihak lebih 

menguasai atau sangat berperan dalam pekerjaan itu maka ialah yang 

mendapat keuntungan yang lebih besar.
65

 

H. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Islam 

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya 

prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seorang tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam perjanjian yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara kreditur dan debitur.
66

 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa: “Penggatian biaya, rugi dan bunga karena tidak 

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si 

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, 
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hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya”. 
67

 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah 

ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 

harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.Barangkali dalam 

Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi 

dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.
68

 

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang 

debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi 

prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.
69

 

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 

selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat 

waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak 

dilaksanakan sama sekali.
70

 

 Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah 

perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-

pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad 

yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan akadnya 

ijab dan qabul sudah dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh 
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selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan 

penyelenggaraan. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat 

Islam yaitu suatu kaidah bahwa “akad-akad dapat dengan cara apa saja 

baik berupa perkataan  maupun perbuatan yang menunjukkan maksud 

akad-akad tersebut”.
71

 

 Untuk mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi 

mereka yang mengadakan akad yang berbentuk ijab dan qabul. Maka 

selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan 

dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat 

terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282:
72

 

                       

    

 Artinnya:  “Hai  orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menulisnya….”. 

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia Hukum Islam 

menekankan adanya keseriuasan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian 

yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar 

                                                           

71
 Ahmad Muhammad Al-Assal, An Niz{{a>mul Iqtis{a>di Fil Islam Maba>di’uhu Wahda>fuhu, 

Alih Bahasa Abu Ahmadi (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 184. 
72

 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya. 



48 

 

 

perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

 Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: ciri-ciri orang 

yang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, 

apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia 

berkhianat.
73 

  
 Demikian ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum 

Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini 

merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan 

unsur sengaja. 
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BAB III 

PRAKTIK KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA GELANG 

KULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

1. Letak Geografis  

Luas wilayah Desa Gelang Kulon secara keseluruhan adalah 

779 hektar.Desa Gelang Kulon terdiri dari 4 (empat) Dukuh, yakni 

Dukuh Gelang, Dukuh Sere, Dukuh Gelang Kroyo, Dukuh 

Sodong.Secara Geografis Desa Gelang Kulon termasuk wilayah 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Batas-batas Desa atau 

Kelurahan Gelang Kulon adalah sebagai berikut:   

a. Sebelah Utara Desa Karangwaluh 

b. Sebelah Timur Desa Karangwaluh 

c. Sebelah Selatan Desa Badegan 

d. Sebelah Barat Desa Sumber 

Kondisi geografis Desa Gelang Kulon terletak di daerah 

daratan tinggi dengan jarak dari kantor Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo sejauh 18 Km dan Jarak dari Kecamatan Sampung sejauh 8 

Km.
74
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2. Struktur Pemerintahan 

Struktur pemerintahan Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung terdiri dari Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dukuh, dan 

urusan teknis. Adapun strukturnya sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Perangkat Desa Gelang Kulon 

No. Jabatan Keterangan 

1. Kepala Desa 1 Orang 

2. Sekretaris Desa 1 Orang 

3. Kepala Urusan 3 Orang 

4. Kepala Dukuh 4 Orang 

5. Urusan Teknis 3 Orang 

 

3. Jumlah Penduduk 

Menurut data terakhir yang dipunyai oleh Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung jumlah penduduk adalah 4.615 jiwa dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.283 jiwa, jumlah 

penduduk perempuan 2.332 jiwa. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat 

table di bawah ini dengan data penduduk di Desa Gelang Kulon.
75
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Desa Gelang Kulon Tahun 2019 

Penduduk  Jiwa  

Laki-laki 2.283 

Perempuan 2.332 

Jumlah 4.615 

 

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan 

Kehidupan sosial masyarakat Desa Gelang Kulon juga sama 

seperti desa-desa yang lainnya. Kehidupan di Desa sangat terkenal 

dengan kegotong-royongan dan kebersamaan, karena kebersamaan dan 

gotong royong merupakan ciri khas kehidupan di desa. Mengingat 

bahwa  dari manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sifatnya manusia ada 

di dunia ini sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain. 

Sama halnya di Desa Gelang Kulon, masyarakat Desa Gelang 

Kulon  sangat menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan, dan 

gotong royong. Masyarakat bergotong royong tanpa mengharapkan 

pamrih, niat saling membantu tetangga yang membutuhkan,  sehingga 

kerukunan dan solidaritas antar masyarakat pun juga sangat tinggi. 

Selain itu, masyarakat di Desa Gelang Kulon ini untuk tradisinya 

masih dijunjung tinggi dan untuk keagamaannya juga lebih di 

kedepankan. 
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Seperti yang dikatakan oleh bapak Suhonoselaku tokohagamadi 

Desa Gelang Kulon, yang mengatakan: 

“Masyarakat Desa Gelang Kulon merupakan masyarakat yang 

rukun dengan tetangga, gotong royong antar warga juga sering 

dilakukan meski tidak di minta untuk membantu, masyarakat 

dengan ringan tangannya datang untuk membantu warga yang 

sedang membutuhkan bantuan. Dan juga misalnya ada hajatan, 

masyarakat juga merapat untuk membantu warga yang sedang 

melaksanakan hajatan tersebut. Untuk tradisinya, di Desa 

Gelang Kulon ini masih menjunjung tinggi tradisi dan untuk 

keagamaannya juga lebih di kedepankan”.
76

 

 

Sedangkan kehidupan beragama di Desa Gelang Kulon, 

sebagian besar beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil dari 

masyarakat yang memeluk agama lain, yakni agama Kristen dan juga 

agama Budha. Di Desa Gelang Kulon juga terdapat 1 (satu) Vihara 

untuk beribadah masyarakat yang beragama Budha, letak Vihara 

tersebut berada di Dukuh Sodong. Namun demikian, perbedaan dalam 

beragama tidak mengurangi tradisi gotong royong dan kebersamaan. 

Walaupun berbeda agama, masyarakat di Desa Gelang Kulon sangat 

menghormati dan menghargai antar masyarakat yang mempunyai 

keyakinan berbeda-beda. 

5. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo sudah bisa dikatakan sejahtera. Walaupun ada 

sebagian kecil yang kurang mampu, namun mereka masih bisa 

mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun hampir seluruh 
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masyarakat Desa Gelang Kulon sudah sejahtera, hal ini dibuktikan 

dengan bangunan-bangunan rumah yang sudah dikatakan layak dan 

bagus-bagus. 

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh bapak Kepala Desa 

Gelang Kulon, masyarakat Desa Gelang Kulon sebagian besar secara 

administratif tercatat bekerja sebagai petani.Selain itu ada juga yang 

bekerja sebagai PNS, TNI, POLISI, swata, dan pedagang.Akan tetapi 

masyarakat yang bekerja sebagai petani pada kenyataannya bekerja 

dalam bidang perindustrian, yakni sebagai pemroduksi batu bata dan 

genting. Masyarakat Desa Gelang Kulon, menjadi petani hanya 

sebagai sampingan saja, karena tidak banyak dari masyarakat yang 

mempunyai lahan sawah untuk mereka olah. Masyarakat lebih 

memanfaatkan tanah yang mereka punya untuk memproduksi batu bata 

dan genting. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara 

dengan bapak Suhono selaku RT , yang mengatakan:  

“Di Desa Gelang Kulon ini rata-ratapenduduknya sudah 

sejahtera.Penduduk di sini mayoritas kerjanya memproduksi 

batu bata. Mbak bisa lihat disetiap rumah pasti ada batu bata 

produksi dari warga.Kalau yang bertani itu memang 

mempunyai lahan, sedangkan yang tidak punya lahan pertanian 

ya memanfaatkan tanahnya untuk memproduksi batu bata 

tersebut. Dan dilihat dari material tanahnya juga cocok untuk 

dibuat batu bata. Tapi ada juga yang bekerja sebagai PNS, 

POLISI, TNI, swasta dan pedagang.”
77

 

 

Hal ini dibuktikan ketika kita masuk wilayah Desa Gelang 

Kulon, hampir seluruh rumah memproduksi batu bata dan 
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genting.Masyarakat yang memproduksi batu bata tersebut ada yang 

tempat memproduksinya dekat dengan rumah, ada juga yang jauh dari 

rumah. Tergantung dari lokasi tanah yang mereka miliki, dan ada juga 

masyarakat  yang tidak mempunyai tanah luas, mereka akan membeli 

tanah galian (material tanah) dari tengkulak. Tengkulak tersebut 

mendapat material tanah dari hasil jual beli antara tengkulak dengan 

warga yang menjual material tanah. Dari sektor industri inilah 

masyarakat Desa Gelang Kulon mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 

B. Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Untuk memenuhi segala kebutuhannya, masyarakat Desa Gelang 

Kulon mengandalkan pengembangan sektor industri kecil, yakni 

memproduksi batu bata. Selain itu ada beberapa warga yang juga 

memproduksi genting. Karena keadaan material di Desa Gelang Kulon 

sangat cocok untuk pembuatan batu bata dan genting. Sehingga nantinya 

hasil produksi tersebut bisa dijual dan hasil yang  diperoleh dari penjualan 

batu bata bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Dalam perserikatan atau kerjasama merupakan salah satu bentuk 

kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. 

Karena manusia adalah insan sosial yang mana manusia tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan kebutuhan masing-masing dari 

mereka antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sudah sangat wajar 
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ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai bentuk kerjasama yang 

dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah shirkah abdan. 

Seperti halnya yang terjadi di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo, terdapat kerjasama yaitu pembuatan batu 

bata. Di Desa Gelang Kulon memang mayoritas warganya membuat batu 

bata. Tidak heran jika para warga yang melalukan kerjasama dalam 

pembuatan batu bata. Karena memang kebanyakan warganya tidak 

memiliki sawah, dan mereka memilih memanfaatkan tanah yang mereka 

miliki untuk dijadikan batu bata. Hal ini dibenarkan oleh bapak Harmoko 

selaku tokoh agama di Desa Gelang Kulon, yang mengatakan: 

“Mayoritas warga di Desa Gelang Kulon tidak mempunyai sawah. 

Maka dari itu masyarakat memanfaatkan tanah miliknya untuk 

dijadikan batu bata.Selain itu, warga yang hanya berpendidikan SD 

atau SMP, susah mencari pekerjaan, mereka memilih untuk 

memproduksi batu bata. Oleh karena itu, mayoritas warga di Desa 

Gelang Kulon memproduksi batu bata”.
78

 

 

Hal demikianlah yang membuat masyarakat Gelang Kulon 

memilih membuat batu bata, dan banyak juga warga yang melakukan 

kerjasama. Objek dari kerjasama pembuatan batu bata tersebut adalah 

pekerjaan (tenaga dan ketrampilan) dari masing-masing pekerja. Kedua 

belah pihak tersebut membuat batu bata di tempat bapak Jugi. Tanah 

tersebut awalnya terbengkalai, tidak digunakan untuk bercocok tanam. 

Jadi, pemilik tanah berfikir memanfaatkan tanahnya untuk dijadikan batu 
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bata. Hal ini dibenarkan oleh bapak Jugi selaku pemilik tanah, yang 

mengatakan: 

“Tanah milik istri saya tersebut sudah lama terbengkalai, tidak 

digunakan sama sekali. Karena istri saya ada diperantauan, 

sedangkan saya juga punya kesibukan di tempat tinggal saya, 

yaitu juga bercocok tanam. Oleh karena itu, saya tidak ada waktu 

untuk bercocok tanam disana. Lalu kami putuskan untuk mencari 

orang untuk mencetakkan batu bata. Agar tanah tersebut tidak 

terbengkalai lagi.”
79

 

 

Dalam melakukan kerjasama harus ada modal, pekerjaan, 

keuntungan, dan kerugian. Sedangkan bentuk kerjasama yang dilakukan 

warga Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

dalam menbuat batu bata ini tidak menggunakan objek berupa modal, akan 

tetapi menggunakan pekerjaan (tenaga dan keterampilan). Hal ini terbukti 

ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pekerja 

pembuatan batu bata, yang mengatakan : 

“Dalam melakukan kerjasama ini, mereka tidak mengeluarkan 

modal atau uang.Mereka hanya memerlukan tenaga atau 

keterampilan kami saja, yaitu mencetak batu bata ini”.
80

 

 

Jadi, kerjasama antara ke dua belah pihak dalam membuat batu 

bata tidak memerlukan modal berupa tanah ataupun uang.Akan tetapi, 

hanya memerlukan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki, yaitu 

terampil dan ahli dalam membuat batu bata. 

Pekerja yang dimaksud di atas yaitu ibu Katemi dan ibu Jumini. 

Jadi antara ibu Katemi dan ibu Jumini tersebut statusnya sebagai pekerja 

ditempat bapak Jugi yang membutuhkan jasa percetakan batu bata. 
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Keduanya datang ketempat pembuatan batu bata itu ketika mencetaknya 

saja. Ibu Jumini dan ibu Katemi adalah warga Desa Gelang Kulon, dalam 

kesehariannya selain mencetak batu bata milik orang lain, mereka juga 

memproduksi batu  bata sendiri di tempat masing-masing.  

Disela menunggu batu batanya kering dan juga batu batanya laku 

terjual, mereka gunakan waktu tersebut untuk bekerja ditempat orang 

mencetak batu bata. Awalnya ibu Katemi mendapat tawaran dari ibu 

Soniyem (istri bapak Jugi) untuk mencetakkan batu batanya. Ibu Katemi 

hanya dimintai mencetak batu batanya saja, masalah tanah yang akan 

dicetak itu sudah disiapkan, sudah di rendam dan juga sudah dimolen. Hal 

ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku 

kerjasama yaitu ibu Katemi, yang mengakatan:  

“Awalnya saya ditawari oleh ibu Soniyem dan bapak Jugi untuk 

mencetak batu bata miliknya. Dikarenakan beliau tidak ada waktu 

untuk mengerjakannya sendiri. Karena saya merasa tidak mampu 

untuk mengerjakannya sendiri, maka saya putuskan mencari teman 

yaitu ibu Jumini untuk mencetak batu bata tersebutdengansaya.”
81

 

 

Pemilik tanah yakni ibu Soniyem itu keberadaannya ada di 

Malaysia, beliau merantau di negeri seberang. Oleh karena itu, pembuatan 

batu bata ini dipasrahkan kepada suami dan anaknya dikampung.Rumah 

Ibu Soniyempun juga berada di Kecamatan Badegan, hanya saja memang 

beliau mempunyai tanah di Desa Gelang Kulon.Karena tanahnya tidak 

terpakai, beliau berinisiatif untuk memproduksi batu bata. Tetapi kalau 

untuk mencetak batu bata tersebut, suaminya yang bernama Bapak Jugi itu 
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tidak bisa melakukannya karena mempunyai kesibukan di tempat  

tinggalnya. Maka dari itu, bapak  Jugi mencari orang untuk mencetak batu 

batanya tersebut. Biasanya beliau merendam dan memolen tanah yang 

akan dicetak itu sekitar 2000 cetakan batu bata. Karena banyak, maka ibu 

Katemi mencari orang yang bisa diajak kerjasama untuk mencetak batu 

bata tersebut. Kemudian ibu Katemi mengajak ibu Jumini untuk 

bekerjasama dengannya. 

C. Pelaksaan Bagi Hasil dalam Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang 

Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Sebelum membahas tentang pelaksanaan bagi hasil yang terjadi 

dalam kerjasama pembuatan batu bata antara ibu Katemi dan ibu Jumini, 

penulis ingin membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi 

diantara kedua belah pihak, hingga terjadi adanya wanprestasi dalam 

melaksanakan bagi hasil.Menurut hasil wawancara dari ibu Jumini, antara 

ibu Jumini dan ibu Katemi telah sepakat untuk mengerjakan pekerjaan 

tersebut melalui perjanjian lisan tidak tertulis. Dan kesepakatan antara 

keduanya tidak ada saksi, selain itu mereka juga menyepakati bahwa bagi 

hasil yang mereka peroleh nantinya akan disesuaikan dengan banyaknya 

hasil percetakan yang mereka peroleh. Kerjasama antara ibu Jumini dan 

ibu Katemi ini sudah berjalan selama 2 tahun lamanya. Hal ini terbukti 

ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kerjasama 

yaitu ibu Jumini, yang mengakatan:  

“Saya dan ibu Katemi telah melakukan kerjasama ini berjalan 

kurang lebih 2 tahun. Dan kami melakukan akad kerjasama dengan 
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lisan tanpa adanya saksi.Karena memang hal tersebut sudah 

menjadi kebiasaan warga sini mbak”.
82

 

 

Dalam peristiwa ini, juga dibenarkan oleh salah satu warga yang 

bukan menjadi pelaku pembuatan batu bata, tetapi beliau tahu bagaimana 

tradisi yang terjadi di Desa Gelang Kulon dalam menjalankan sebuah 

akad. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah 

satu tokoh agama, yang mengatakan:  

“Di Desa Gelang Kulon ini memang sudah biasa melakukan 

transaksi jual beli, kerjasama dan lain sebagainya dengan akad 

lisan. Mereka mengandalkan kepercayaan dalam melaksanakan 

perjanjian. Meskipun hal tersebut tanpa adanya saksi, tidak 

membuat mereka ragu untuk melakukan akad lisan tersebut. Akan 

tetapi hal seperti itu menurut saya tidak tepat. Karena jika muncul 

masalah dikemudian hari, keduanya akan sulit membuktikan. Hal 

ini karena tidak adanya saksi ketika kedua belah pihak melakukan 

perjanjian secara lisan”.
83

 

 

Dalam kehidupan bermuamalah, masyarakat sudah terbiasa 

melakukan transaksi dengan akad lisan. Yang dimaksud di sini adalah 

mereka melakukan akad dengan ijab dan qabul tanpa disertai dengan bukti 

tertulis ataupun saksi. Hal ini sudah dianggap menjadi kebiasaan atau 

tradisi oleh masyarakat setempat. Tetapi akad yang seperti ini bisa saja 

menimbulkan masalah dikemudian hari jika mengalami wanprestasi antara 

kedua belah pihak yang bersangkutan. 

Seperti halnya disini, dari hasil wawancara ibu Jumini bahwa 

kerjasama antara ibu Jumini dan ibu Katemi ada perbedaan antara 

perjanjian dan praktik. Awal mula mereka menyepakati bahwa bagi hasil 
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dari pekerjaan tersebut akan dibagi sesuai dengan hasil kerja yang mereka 

lakukan. Tetapi, pada praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

sudah dibuat. Dikatakan tidak sama, karena hasil pembuatan batu bata 

antara ibu Jumini dan ibu Katemi berbeda dari segi kualitas dan jumlah 

batu bata. Akan tetapi bagi hasil antara keduanya tidak dibagi sesuai hasil 

dari pekerjaannya, hasil yang mereka peroleh akan dibagi sama rata meski 

jumlah pembuatan dan kualitas batu bata mereka berbeda. Dari situlah 

terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak.Ibu Jumini merasa kurang 

adanya keadilan dari pembagian hasil yang beliu terima. 

Dalam aktifitas pembuatan batu bata tersebut, tidak semua warga 

Desa Gelang Kulon mengerjakannya sendiri. Akan tetapi ada juga yang 

mencari orang untuk mencetakkan batu batanya tersebut. Seperti yang 

terjadi pada ibu Soniyem, karena beliau bekerja di negeri seberang, dan 

suami beserta anaknya mempunyai kesibukan sendiri yaitu beternak lele. 

Maka agar tanah yang beliau itu menjadi produktif, beliau memanfaatkan 

tanahnya agar dibuat untuk memproduksi batu bata. Setelah mencari orang 

untuk mencetak batu bata sulit, akhirnya bapak Jugi (suami ibu Soniyem) 

mendapatkan orang untuk mencetak batu batanya, yaitu ibu Katemi dan 

ibu Jumini. 

Mereka melakukan pekerjaan ini dengan suka sama suka, tanpa 

adanya paksaan dari pihak lain. Mereka menerima kerjasama ini sebagai 

imbuhan penghasilan mereka, sambil menunggu produksi batu bata 

mereka laku terjual. Antara ibu Jumini juga telah menyepakati tentang 
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bagi hasil yang mereka terima nantinya akan sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka kerjakan. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara 

dengan ibu Jumini, yang mengatakan: 

“Dalam kerjasama ini kami tidak mengeluarkan modal mbak, baik 

berupa uang ataupun tanah. Kami hanya menggunakan tenaga 

untuk mengerjakan pekerjaan ini. Biasanya kami datang ketempat 

percetakan batu bata milik Bapak Jugi itu sudah siap mbak, tanah 

sudah dimolen. Jadi kami datang langsung mencetak batu batanya 

saja.”
84

 

 

  Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh ibu Jumini dan ibu 

Katemi, yaitu dengan perjanjian bagi hasil hanya dilakukan oleh kedua 

belah pihak saja. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa dihadiri 

oleh saksi. Bagi hasil yang dilakukan oleh ibu Jumini dan ibu Katemi itu 

telah disepakati, bahwa uang yang telah diterima oleh ibu Katemi dari 

bapak Jugi (suami dari ibu Soniyem) akan dibagi dengan Ibu Jumini 

selaku rekan kerja. Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak 

yaitu, bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kinerja yang mereka lakukan. 

Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan ibu Jumini, 

yang mengatakan: 

“Pembagian bagi hasil yang kami lakukan yaitu dengan melalui 

perjanjian di awal, bahwa bagi hasil akan dibagi sesuai dengan 

kinerja yang kami lakukan atau banyaknya cetakan batu bata yang 

kami buat. Setelah pekerjaan kami selesai, ibu Katemi akan 

membagi uang yang diterimanya dari bapak Jugi. Jika cetakan batu 

bata itu sudah kering dan sudah di sisek, biasanya kami dipanggil 

lagi untuk mencetak batu bata tersebut ”.
85
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  Yang menjadi patokan disebut juga kebiasaan, setiap pembuatan 

batu bata 1000 biji itu akan menerima upah 70.000 rupiah. Uang yang 

diterima itu masih mendapatkan makan dan minum. Jika dihitung lepas 

(tidak mendapatkan makan dan minum), maka upah yang diterima yaitu 

80.000 rupiah. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara 

dengan ibu Jumini, yang mengatakan: 

“Uang yang kami terima dalam pembuatan batu bata ini memang 

sudah ada patokan harganya mbak. Kami mengikuti sebagaimana 

umumnya. Kalau sekarang, pencetakan batu batu setiap 1000 biji 

upahnya 80.000 rupiah jika lepas (tanpa makan dan minum), 

70.000 rupiah jika mendapatkan makanan dan minuman. 

Tergantung kesepakatan dengan pemilik tanahnya”.
86

 

 

 Dari hasil wawancara, bagi hasil tersebut ternyata tidak sesuai 

dengan kesepakatan diawal. Pembagian uang yang diterima dari bapak 

Jugi tersebut dibagi secara rata oleh ibu Katemi tanpa melihat dari segi 

kinerja kedua belah pihak. Dalam praktik yang terjadi dilapangan, antara 

ibu Jumini dan ibu Katemi membuat batu bata dengan jumlah yang 

berbeda. Setelah diadakan pengamatan dari penulis melalui wawancara ibu 

Jumini, memang benar adanya bahwa pembuatan batu bata itu berselisih. 

Jika ibu Jumini mencetak batu bata dengan jumlah 1200 biji, ibu Katemi 

mencetak 800 biji. Dan dilihat dari kualitas pencetakannya juga bagus ibu 

Jumini dari pada ibu Katemi. Karena hasil cetakan dari ibu Katemi itu 

bawahnya banyak yang tidak sempurna (growong). Dari hasil percetakan 

yang berbeda dari segi jumlah dan kualitas, tetapi pembagian hasil yang 

diberikan ibu Katemi sama. Padahal diawal perjanjian mereka sepakat 
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bahwa bagi hasil nanti akan diberikan sesuai dengan hasil kinerja 

keduanya.  

Dalam hal ini, kerjasama antara ibu Jumini dan ibu Katemi menjadi 

tidak selaras dalam segi kerja dan bagi hasilnya. Yang satu lebih giat dan 

yang satu terlihat santai, sehingga hasil percetakan keduanya menjadi 

berbeda. Dari kejadian ini, ada salah satu pihak yang merasa bagi hasil 

yang diterimanya tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Selain itu,dari 

perjanjian dan praktiknya pun tidak sesuai atau tidak terlaksana 

sebagaimana mestinya. Sehingga kerjasama ini menimbulkan ketidak 

adilan disalah satu pihak. 
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BAB IV 

ANALISIS SHIRKAH TERHADAP KERJASAMA PEMBUATAN   

BATU BATA DI DESA GELANG KULON KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Shirkah Terhadap Bentuk Kerjasama Pembuatan Batu Bata 

di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa 

hidupnya tidak bisa menyediri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka 

dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) dengan yang lainnya. 

Diantaranya adalah dengan adanya kerjasama antara salah satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya.Seperti halnya yang terjadi di Desa Gelang 

Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Karena mayoritas 

masyarakat memproduksi batu  bata, maka banyak warga juga melakukan 

kerjasama dibidang ini. 

Untuk mengetahui sah dan tidaknya praktik pelaksanaan bentuk 

kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo bila dianalisa dari hukum Islam, maka 

penulis akan mengemukakan sebagai berikut: 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

menguraikan tentang penjelasan objek perjanjian antara ibu Katemi dan 

ibu Jumini, yaitu tanah milik bapak Jugi, yang lama terbengkalai dan tidak 

dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dikarenakan beliau dan istri punya 
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kesibukan masing-masing. Dikatakan dalam hukum Islam bahwa objek 

perjanjian secara umum harus ada/terwujud ketika terjadi kontrak, tidak 

dilarang dalam hukum Islam. 

Dilihat dari objek akadnya, dalam melakukan shirkah harus ada 

modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian. Dalam kerjasama disini tidak 

menggunakan objek berupa modal, akan tetapi menggunakan pekerjaan 

(tenaga dan keterampilan). Pelaksanaan kerjasama yang terjadi di lapangan 

antara ibu Jumini dan ibu Katemi dalam pembuatan batu bata yaitu, 

mereka tidak mengeluarkn modal berupa uang ataupun saham. Akan 

tetapi, mereka melakukan kerjasama tersebut dengan bermodalkan 

keterampilan dan tenaga. Setelah pekerjaan selesai mereka akan 

mendapatkan uang dari pemilik tanah yang  diterima salah satu pihak, dan 

selanjutnya akan dibagi oleh mereka sesuai dengan kesepakatan awal.  Hal 

ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu 

pekerja pembuatan batu bata, yang mengatakan : 

“Dalam kerjasama ini memang kita tidak mengeluarkan uang 

mbak, kami hanya butuh tenaga untuk mengerjakan pekerjaan ini. 

Setelah pekerjaan ini selesai, kami akanmembagi uang yang telah 

dibawa ibu Katemi sebagai upah kerja kami. Jika cetakan batu bata 

itu sudah kering dan sudah di sisek, biasanya kami dipanggil lagi 

untuk mencetak batu bata tersebut”.
87

 

 

Setelah dilakukannya wawancara dan observasi oleh penulis, 

bahwa bentuk kerjasama yang telah dijelaskan diatas tidak ada masalah. 

Dalam arti diperbolehkan menurut Hukum Islam.Karena dalam teori 

shirkah abdan dikatakan bahwa pekerja hanya mengandalkan keahlian 
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masing-masing dan tidak dengan modal. Akan tetapi, untuk syarat-syarat 

dalam shirkah abdan harus dipenuhi. Dan antara pekerja harus sama-sama 

berkerja dengan giat, tidak boleh mengandalkan salah satu pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan kedua belah pihak. 

Shirkah abdan dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, shirkah 

abdan mufa>wad}ah adalah penyertaan keterampilan dari masing-masing 

sharik sebagai modal usaha dengan kulitas keterampilan yang sama. 

Kedua, shirkah abdan ‘inan adalah penyertaan keterampilan dari masing-

masing sharik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang 

berbeda. 

Dalam perjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa bentuk 

kerjasama pembuatan batu bata ini termasuk shirkah abdan ‘inan. 

Alasannya, karena kerjasama yang terjadi antara ibu Jumini dan ibu 

Katemi menggunakan keterampilan masing-masing, akan tetapi kualitas 

dari ketrampilan mereka berbeda. Hasil percetakan batu bata milik ibu 

Jumini lebih berkualitas dan lebih banyak dibandingkan dengan hasil dari 

ibu Katemi. 

Pendapat Imam Syafi‟i tentang shirkah abdan berbeda dengan 

ulama lainnya. Alasan yang diambil oleh Imam Syafi‟i adalah bahwa 

shirkah ini dilakukan tanpa adanya modal harta, sehingga tidak 

akanmencapai tujuan, yakni keuntungan. Karena shirkah dalam 

keuntungan itu dibangun di atas shirkah dalam modal. Sementara modal 

tidak ada, maka shirkah ini tidak sah. Namun alasan Syafi‟i dibantah oleh 
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mayoritas ulama, yaitu bahwa tujuan dari shirkah adalah memperoleh 

keuntungan dengan shirkah tersebut. Tidak hanya didasari oleh modal 

harta, namun juga dibolehkan dengan modal kerja saja. Dikatakan oleh 

Imam Ahmad bahwa nabi pun juga membenarkan dan mengesahkan 

kerjasama tersebut. 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini 

dihukumi sah menurut hukum Islam.Karena dalam melakukan akad, harus 

terdapat adanya objek. Dan dalam kerjasama antara ibu Jumini dan ibu 

Katemi objeknya memang bukan berupa modal (uang/ saham), melainkan 

dengan modal pekerjaan(tenaga atau keterampilan). 

 Berdasarkan penjelasan dari bab 3, bahwa yang melakukan 

kerjasama pembuatan batu bata disini adalah ibu Katemi dan ibu Jumini. 

Awal mula mereka melakukan kerjasama ini, keduanya diminta oleh bapak 

Jugi untuk mencetakkan batu bata ditempatnya, dan keduanya bersedia 

untuk melakukannya. Kedua pihak tersebut mengerjakan tugasnya berada 

disatu tempat, dan dalam waktu yang sama. 

  Dalam melakukan kerjasama atau shirkah abdan harus memenuhi 

rukunnya, salah satunya yaitu pelaku kerjasama (subjek).Masing-masing 

harus memiliki kompetensi beraktivitas, yakni ‘akil balighdan mampu 

membuat pilihan.Seperti halnya pihak kerjasama batu bata antara ibu 

Jumini dan ibu Katemi. 

Kedua pihak sama-sama mempunyai kompetensi dalam mencetak 

batu bata. Antara ibu Katemi dan ibu Jumini juga sama-sama akil baligh, 
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bisa melakukan dan memutuskan suatu pilihan, seta merdeka. Dan 

keduanya tidak ada saling keterpaksaan dalam mejalankan kerjasama 

tersebut. 

B. Analisis Shirkah Terhadap  Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Kerjasama 

Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo 

Sebelum membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan 

kerjasama, penulis ingin menganalisis tentang akad yang terjadi dalam 

perjanjian kerjasama pembuatan batu bata tersebut. Agar suatu akad 

dipandang sah, maka harus dilihat rukun-rukun dan syaratnya. Akad yang 

terjadi pada perjanjian kerjasama pembuatan batu bata di Desa Gelang 

Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dianggap sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat akad. Secara umum apabila dilihat dari segi 

syarat, subyek atau pelakunya adalah orang -orang yang sudah mukalaf 

(‘aqil-baligh, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Dan 

berdasarkan pengamatan dari penulis, para pelaku sudah dewasa (bukan 

anak kecil), bukan orang gila dan bodoh untuk mereka melakukan akad 

perjanjian kerjasama tersebut. Selain itu, akad yang terjadi diantara kedua 

belah pihak merupakan kehendak mereka sendiri dan bukan karena adanya 

paksaan dari orang lain.  

Antara ibu Jumini dan ibu Katemi melaksanakan akad perjanjian 

kerjasama tersebut secara lisan. Dalam kata lain tidak melalui perjanjian 

tertulis dan tanpa adanya saksi, atas dasar suka sama suka dan rela sama 
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rela, yaitu dengan cara kedua pihak bersepakat untuk mencetak batu bata 

milik bapak Jugi. Mereka melakukan pekerjaan tersebut secara bersama, 

dalam waktu yang sama, dan ditempat yang sama. Akad yang demikian itu 

sudah dianggap sah walaupun tanpa adanya perjanjian tertulis. 

Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi di antara ibu Jumini dan ibu 

Katemi, memang sudah jadi kebiasaan di dalam masyarakat menggunakan 

akad lisan. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan 

salah satu pekerja pembuatan batu bata, yang mengatakan: 

“Memang benar diantara ibu Katemi dan ibu Jumini melakukan 

akad kerjasama dengan akad lisan, mereka melakukan perjanjian 

ini dengan mengandalkan kepercayaan dari masing-masing 

pihak”.
88

 

 

Akan tetapi, kekuatan perjanjian yang dilakukan akan lemah karena 

tidak adanya saksi diantara keduanya. Syari‟at Islam menganjurkan 

apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan 

hendaknya ditulis, hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga 

perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik. 

Karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian 

kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

Allah SWT telah terang-terangan menyampaikan kepada umat-Nya 

dalam melakukan kerjasama harus menggunakan akad tertulis, 

sebagaimana firman Allah: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 

dengan benar.(Q.S al-Baqarah (2): 282). 

 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kepada hamba-Nya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha 

kerjasama, hendaknya dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara 

lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu 

kerjasama. 

 Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 serta 

Pasal 1902 KUHPer sebagai berikut: “Dalam hal undang-undang 

memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian 

dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap 

pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan” (Pasal 1902 

KUHPer). Jadi fungsi saksi dalam perjanjian adalah untuk memperkuat 

pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.
89

 

 Seperti halnya yang terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh ibu 

Katemi dan ibu Jumini.Keduanya membuat perjanjian dengan tidak 
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tertulis dan juga tidak adanya saksi. Jadi, jika timbul adanya permasalahan 

misalnya tidak adilnya suatu pelaksanaan kerja ataupun pembagian upah 

kerja, salah satu pihak akan kesulitan dan akhirnya merasa dirugikan oleh 

pihak lainnya.  

 Dari paparan analisis di atas, dapat kita pahami bahwa akad 

kerjasama antara ibu Katemi dan ibu Jumini yang menggunakan akad lisan 

belum sesuai dengan hukum Islam.Karena, dalam akad tersebut belum 

memiliki kekuatan meskipun sudah dihukumi sah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa 

kerjasama ini telah dicapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Mereka telah melakukan perjanjian untuk melakukan sebuah pekerjaan 

tersebut. Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan 

secara informal, secara lisan, tidak ada saksi atau perjanjian bentuk 

tertulis. Sehingga apabila terjadi sesuatu dikemudian hari tidak ada hukum 

yang mengikat, sebab kerjasama dilakukan di desa, sehingga pihak yang 

terlibat mengedepankan kepercayaan dan kegotong-royongan.Semua 

hanya modal kepercayaan, antara kedua belah pihak yang melukan 

kerjasama tersebut. 

Seperti yang terjadi di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo, bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh ibu 

Jumini dan ibu Katemi ini dilakukan secara informal, secara lisan, tidak 

ada saksi atau perjanjian bentuk tertulis. Sudah sewajarnya, karena 

memang orang Desa melakukan transaksi atau kerjasama adatnya 
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menggunakan akad lisan. Dan dari hal tersebut, maka tidak adanya ikatan 

hukum dalam perjanjian mereka. Sehingga jika terjadi hal yang tidak 

diinginkan, misal tentang keadilan pembagian hasil, antara keduanya tidak 

bisa menuntut lebih. 

Dengan adanya kesepakatan melalui perjanjian tersebut, maka 

terlahirlah hak-hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan semua yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika diantara mereka tidak 

melaksankan apa yang telah disepakati, maka akan menimbulkan kerugian 

disalah satu pihak. Dengan kata lain salah satu pihak tersebut telah 

melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang 

dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditunjukkan dalam kontrak, 

sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi 

terhadapnya terlebih dahulu.
90

Wanprestasi dari suatu perjanjian yaitu: 

Tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, terlambat 

memenuhi prestasi.
91

 

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal 

tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. 

Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Qur‟an al-Maidah yang 

mengatakan: 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-

Maidah: 1).
92

 

Seperti yang terjadi di lapangan, antara ibu Jumini dan ibu Katemi 

mengalami wanprestasi didalam melakukan bagi hasil. Dalam kesepakatan 

awal mereka bersepakat bahwa bagi hasil yang mereka bagi di sesuaikan 

dengan hasil pembuatan batu bata yang mereka buat. Akan tetapi, dalam 

praktiknya bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini 

dibenarkan oleh ibu Jumini yang merasa kurangnya keadilan dari pihak 

lain, yaitu ibu Katemi. Hasil pembuatan batu bata yang diperoleh 

keduanya berbeda dari segi jumlah dan kualitas. Hal ini juga dibenarkan 

oleh bapak Jugi (suami ibu Soniyem), terbukti dari hasil wawancara, 

beliau mengatakan: 

“Kalau dilihat dari segi kualitas memang benar mbak, hasil 

pembuatan batu bata milik ibu Jumini lebih bagus, bagian bawah 

batu batanya tidak bolong (padhet), sedangkan punya ibu Katemi 

banyak yang bolong (kurang di enet). Sedangkan menurut jumlah, 

hasilnya juga banyak ibu Jumini, beliau lebih cepat 

mencetaknya.Saya tahunya dari garitan batu batanya”.
93

 

 

 Setiap pembuatan batu bata dalam jumlah 1000 batu bata per orang 

itu upahnya 70.000 rupiah ditambah makan dan minum. Sedangkan jika 

tanpa makan dan minum (lepas), upahnya 80.000 rupiah. Sedangkan yang 

terjadi Dalam kerjasama ini, bapak Jugi langsung memberikan uangnya 

kepada salah satu pihak dan nantinya mereka sendiri yang bersepakat 
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tentang bagi hasilnya. Hal ini terbukti dari wawancara dengan ibu Katemi 

yang mengatakan: 

“Untuk upah pembuatan batu bata ini memang benar sebelum 

mengerjakan uangnya sudah diberikan kepada saya oleh bapak 

Jugi. Kemudian, setelah pekerjaan kami selesai, uangnya akan saya 

bagi dengan ibu Jumini”.
94

 

 

  Setelah dilakukan observasi oleh penulis, antara ibu Jumini dan ibu 

Katemi setiap mencetak batu bata sampai dengan 2000 batu bata, 

terkadang juga lebih dari 2000 biji. Dalam penerjaanya dilapangan, 

memang hasil pencetakan antara keduanya berbeda.Lebih banyak 

perolehan batu bata yang dicetak oleh ibu Jumini. Dalam hal ini ibu 

Jumini merasa kurangnya keadilan dalam pembagian uang hasil beliau 

bekerja. Hal ini terbukti dari wawancara dengan ibu Jumini yang 

mengatakan:  

“Untuk pembagian uang dalam kesepakatan awal dibagi sesuai 

dengan hasil kerja.Tetapi pada kenyataannya tidak dibagi sesuai 

kesepakatan. Bila mereka mencetak batu bata 2000 biji, 1000 batu 

bata dihargai 80.000 jika lepas tanpa makan dan minum. Hasil 

pencetakan yang diperoleh ibu Katemi tidak sama dengan hasil 

yang ibu Jumini kerjakan, hasilnya lebih banyak ibu Jumini. Misal 

ibu Jumini mencetak 1200 batu bata, ibu Katemi mencetak 800 

batu bata. Ketika ibu Jumini menanyakan tentang pembagiannya, 

ibu Katemi menjawab dibagi rata saja, karena keduanya sama-sama 

bekerja dan juga sama-sama kepanasan. Dan menurut ibu Katemi 

perbandingannya tidak banyak, hanya selisih sedikit. Ibu Jumini 

merasa bahwa ibu Katemi kurang adil kepadanya. Dalam hal ini 

ibu Jumini merasa pembagiannya tidak adil, karena banyak 

sedikitpun perbandingannya, tetap saja harus dibayar sesuai dari 

kerja kerasnya”.
95
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 Berdasarkan hal ini, bahwa keuntungan dalam shirkah ini 

pembagiannya berdasarkan kesepakatan, dengan cara disamaratakan atau 

ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak menerima 

keuntungan. Kalau mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan 

keuntungannya 1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan 

keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, 

sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu 

tidak diharamkan.
96

 

 Seperti halnya, ibu Jumini juga berhak mendapatkan hasil yang 

lebih dari ibu Katemi. Sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat 

diawal dan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diperoleh ibu Jumini. 

Dan seharusnya ibu Katemi lebih legowo jika pembagian uangnya lebih 

banyak ibu Jumini. 

Agama Islam yaitu agama yang cinta damai dan menganjurkan 

para pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian. Ketika 

terjadi sengketa ada ketentuan yang baik dalam al-Qur‟an maupun hadist 

Nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini. Di 

dalam al-Qur‟an suratAl-Hujurat ayat 9 mengenai keutamaan: 
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Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang 

satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pasa 

perintah Allah. Kalau dia tidak surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil. 

 

 Seperti yang dilakukan oleh ibu Jumini dan ibu Katemi, mereka 

memilih untuk bermusyawarah jika ada perselisihan di antara mereka. Hal 

ini terbukti dari wawancara dengan ibu Jumini yang mengatakan: 

“Untuk penyelesaian apabila terjadi masalah, dilakukan dengan 

cara bermusyawarah bagaimana baiknya agar kerjasama tetap 

berjalan dengan semestinya, tanpa ada yang merasa dirugikan. 

Dalam masalah pembagian uang dari hasil kerja, ibu Jumini ikut 

saja dengan ibu Katemi, beliau merasa tidak enak hati karena yang 

mengajaknya untuk bekerjasama yaitu ibu Katemi. Tetapi memang 

seharusnya semua hal seperti pembagian uang harus dibagi sesuai 

dengan kesepakatan, adanya rasa jujur, keterbukaan dengan pihak 

lain yang ikut bekerjasama. Hal ini supaya tidak adanya rasa 

ketidak adilan dan tetap mempunyai etos kerja yang baik”.
97

 

 

 Dalam shirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau 

keahlian, tetapi boleh berbeda profesi.Jadi, boleh saja shirkah ‘abdan 

terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan 
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bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. Keuntungan 

yang diperoleh dibadi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan 

boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (sharik).
98

 

Seperti halnya yang terjadi antara ibu Katemi dan ibu Jumini. 

Keduanya sepakat untuk membagi uang dari bapak Jugi sesuai kinerja 

yang mereka lakukan. Akan tetapi, dalam kejadian dilapangan, tidak 

sesuai dengan perjanjiannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa bagi 

hasil dalam pembuatan batu bata antara ibu Katemi dan ibu Jumini tidak 

sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Yaitu akan dibagi sesuai dengan banyaknya jumlah percetakan batu bata 

yang mereka kerjakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Shirkah Terhadap 

Kerjasama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung  Kabupaten Ponorogo”, ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk kerjasama pembuatan batu bata ini termasuk shirkah abdan 

‘inan. Alasannya, karena kerjasama yang terjadi antara keduanya 

menggunakan keterampilan masing-masing, akan tetapi kualitas dari 

ketrampilan mereka berbeda. Hasil percetakan batu bata milik ibu 

Jumini lebih berkualitas dan lebih banyak dibandingkan dengan hasil 

dari ibu Katemi. 

2. Bagi hasil dari pembuatan batu bata tidak sesuai dengan perjanjian 

yakni dibagi sama rata. Padahal hasil kinerja dan  percetakannya pun 

lebih banyak dan bagus pihak satu. Hal seperti ini tidak sesuai dengan 

hukum Islam, karena pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dan 

merugikan salah satu pihak. Dari segi akadnya, meskipun sudah 

menjadi kebiasaan menggunakan akad lisan harus disertai adanya 

saksi dan tertulis. Supaya tidak ada masalah dikemudian hari, para 

pihak tidak merasa dirugikan.  
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B. Saran  

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Terlebih 

bagi para pelaku kerja sama (shirkah abdan). Adapun saran-saran yang 

penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pelaku kerja sama (shirkah abdan) senantiasa berpedoman 

pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang diragukan 

antara kedua belah pihak yakni pelaku kerja sama serta tetap menjaga 

persaudaraan antar sesama untuk menciptakan kehidupan yang 

sejahtera. 

2. Bagi para pelaku kerja sama (shirkah abdan), hendaknya melakukan 

perjanjian dengan dihadiri saksi dan membagi pendapatannya  sesuai 

dengan perjajian yang telah dibuat. Tidak boleh merugikan salah satu 

pihak, dan harus adil dalam melalukan pekerjaan yang telah disepakati. 
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